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KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang: a. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai
Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana
dengan baik akan mewujudkan keterbukaan informasi publik,
sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi
atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi;

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat terlaksana secara
akurat, cepat dan tepat serta mewujudkan layanan informasi
public yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta
berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengelolaan

informasi publik secara optimal.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurufl a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera

Barat.




Mengingat

1.

10.

L1,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia : 4846)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :
5038)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
18/ Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain
go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157)

Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020
tentang Tatacara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Membentuk Struktur  Pejabat  Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi  (PPID) pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Badan Perencanaarn Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Barat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat

sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang

a.

berlaku.

b. Mengkoordinasikan, mengumpulkan serta ~memelihara
informasi dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi yakni
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi
Sumatera Barat.

c. Meclakukan  pembinaan, pengawasarn, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

d. Melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi
Sumatera Barat

e. Menentukan atau menetapkan dapat atau tidaknya sebuah
informasi diakses oleh Publik.

f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPID Utama
perihal  Informasi dan Dokumentasi, secara berkala /
disesuaikan dengan kebutuhan serta terkait informasi yang
dikecualikan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

didalamnya akan diadakan perubahan  dan perbaikan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 08 Juni 2023
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